
SALINAN

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 114 TAHUN 2OI8

TENTANG

PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN PERDAGANGAN

PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH

REPUBLIK ISLAM PAKISTAN (PROIOCOL TO AME,ND THE PRE,FERENTIAL TRADE

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND

THE, GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa untuk mempertahankan dan meningkatkan
hubungan luar negeri antara Republik Indonesia dan
Republik Islam Pakistan, perlu memperkuat kerja sama
perdagangan kedua belah pihak;

b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama perdagangan
preferensial antara Republik Indonesia dan Republik
Islam Pakistan, Pemerintah Republik Indonesia telah
menandatangani Perjanjian Perdagangan Preferensial
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Islam Pakistan (Preferential Tlade Agreement
between tlrc Gouernment of the Republic of Indonesia
and tlrc Gouemmerfi of the Islamic Republic of Pakistanl
dan telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 98
Tahun 2Ol2;

c. bahwa Perjanjian Perdagangan Preferensial sebagaimana
dimaksud dalam huruf b telah diubah dengan protokol
Perubahan Pedanjian Perdagangan Preferensial antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik
Islam Pakistan (Protocol to Amend the preferential Trade
Agreement betuteen the Gouernment of tlrc Republic of
Indonesia and ttrc Gouernment of the Islamic Republic of
Pakistanl yang ditandatangani Pemerintah Republik
Indonesia pada tanggal 27 Januari 2OI8 di Islamabad,
Pakistan;

d.bahwa...
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan

Protokol Perubahan Perjanjian Perdagangan Preferensial

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Republik Islam Pakistan (Protocol to Amend the

Preferential Trade Agreement between the Gouernment of
the Republic of Indonesia and the Gouernment of tlrc
Islamic Republic of Pakistanl;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aOL2l;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5512);

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2OI2 tentang
Pengesahan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik
Islam Pakistan (Preferential Trade Agreement between
the Gouernment of the Republic of Indonesia and the

Gouernment of the Islamic Republic of Pakistan) (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 2361;

Mengingat : 1

2

3

4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan.



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Menetapkan PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL
PERUBAHAN PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN (PROTOCOL TO

AMEND THE PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWDEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF
PAKISTAI\I.

Pasal 1

(1) Mengesahkan Protokol Perubahan Perjanjian
Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan
(Protocol to Amend the Preferential Trade Agreement
between the Gouernment of the Republic of Indonesia and
the Gouernment of the Islamic Republic of Pakistanl yang
telah ditandatangani pada tanggal 27 Janluari 2018 di
Islamabad, Pakistan.

(21 Salinan naskah asli Protokol Perubahan Perjanjian
Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan
(Protocol to Amend the Preferentiat Trade Agreement
between the Gouernment of the Republic of Indonesia and
the Gouemment of the Islamic Republic of Pakistan) dalam
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana
terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini
diundangkan.

mulai berlaku pada tanggal

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OT8 NOMOR 208

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Hukum,

idang Hukum dan
,-undangan,

ttd

Setiawati


